BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. LATARBELAKANG

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada
esensinya berupaya meningkatkan kewenangan dan peranan daerah
kabupaten/kota dalam mengelola potensi yang ada guna mengoptimalkan
pelayanan kepada masyarakat. Dimana sebagian besar kewenangan yang bersifat
operasional dan berhubungan langsung dengan kegiatan masyarakat telah menjadi
kewenangan daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan titik berat pelaksanaan
otonomi daerah. Pemberian kewenangan kepada daerah dalam penyelenggaraan
pemerintahan bertujuan untuk mendorong dan memberdayakan masyarakat,
mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan peran serta
masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta menuntut adanya
aparatur pemerintahan yang bersih dan menempatkan diri sebagai orang yang
harus melayani kepentingan masyarakat.

Dalam menerapkan hal tersebut, diperlukan suatu Sistem Perencanaan
guna dijadikan acuan dalam penyelenggaraan dan pertanggung jawaban kinerja
pemerintah daerah. Untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif,
efisien dan memiliki sasaran yang terukur maka pemerintah pada tahun 2004
mengesahkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang  Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional.

Dalam rangka pembangunan yang bersifat tahunan berdasarkan Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004, Pemerintah Daerah harus menyusun Rancangan
Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rancangan Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rancangan Akhir atau Penetapan Rencana
Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) selanjutnya akan menjadi dasar dalam
penyusunan APBD yang sekaligus menjadi dasar penilaian kinerja pemerintah

daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.
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Penyusunan RKPD ini adalah merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan
Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta
mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada bagian tiga pasal 20 ayat (2)
tertulis bahwa RKPD sebagai penjabaran dari RPJM Daerah, untuk itu dalam
penyusunan RKPD tahun 2021 ini berdasarkan RPJPD Kota Jambi 2005-2025.
Proses penyusunan Ranwal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun

2021 adalah sebagai berikut :
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Gambar 1.1
Diagram alur penyusunan RKPD 2021
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1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Jambi tahun 2021
disusun berdasarkan landasan hukum sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN).

3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025.

4, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah.

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 tahun 2020 tentang
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021.

8. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 06 tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Jambi Tahun 2005-2025.

0. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 13 tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jambi Tahun 2005-2025.

10.  Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 09 tahun 2013 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2013 - 2033.

11.  Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 13 tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jambi Tahun 2005-2025.

12.  Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi Tahun 2018-2023.

13.  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2020
Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau
Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;

14.  Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial
Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease
2019 (COVID-19);
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

1.3.

Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan
Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2020 Tentang
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan
Pemerintah Daerah;

Keputusan Kepala BNPB Nomor 13A Tahun 2020 Tentang Perpanjangan
Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus;

Keputusan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 16
Tahun 2020 Tentang Uraian Tugas, Struktur Organisasi, Sekretariat, Dan
Tata Kerja Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus
Diseases 2019 (Covid-19);

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pencegahan
penyebaran dan percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 di
lingkungan Pemerintah Daerabh;

Surat Edaran Kemenpan RB Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian
Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran
COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah;

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2436/S] Tentang
Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di
Lingkungan Pemerintah Daerah;

Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 4 Tahun 2020
Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat
Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19);

Surat Edaran Mendagri Nomor 440/2622/S] Tentang Pembentukan Gugus
Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
Daerah;

HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2021 merupakan

dokumen perencanaan teknis operasional untuk kurun waktu satu tahun yang

disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional. RKPD merupakan penjabaran RPJPD Kota

Jambi 2005-2025, dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun

2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun

2020-2024 serta berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 06

Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi

Tahun 2005-2025 dan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 07 Tahun 2016
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tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun
2016-2021.

Penyusunan RKPD ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan
perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan
pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota serta dengan provinsi yang
berbatasan. Oleh karenanya, substansi dokumen ini harus selaras dengan
dokumen perencanaan tingkat pusat dan dokumen perencanaan tingkat provinsi
serta memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan di kabupaten/kota di
Provinsi Jambi sehingga terjadi sinergitas perencanaan pembangunan nasional,

provinsi dan kabupaten/kota.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN
1.4.1 Maksud
Sebagai upaya untuk menentukan indikatif besarnya anggaran kegiatan
yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2021 dalam rangka pencapaian Visi,
Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pemerintah Daerah Kota Jambi.
1.4.2 Tujuan
(1)  Untuk menentukan Prioritas Pembangunan Daerah.
(2)  Untuk menyusun program/kegiatan yang didasarkan pada Prinsip- prinsip

Anggaran Kinerja dan Dokumen Perencanaan Daerah.

1.5. SISTEMATIKA DOKUMEN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2021, yang
mengimplementasikan perencanaan pembangunan jangka menengah dan

penganggaran tahunan, disusun dalam sistematika sebagai berikut:

BAB1 PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses
penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode

dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan
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1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat
Daerah serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan
dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal.
Hubungan Antar Dokumen

Bagian ini menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang
relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain,
seperti: RPJMD Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kota
Jambi, RKP/program strategis Nasional, dan RKPD Provinsi Jambi
untuk penyusunan RKPD Kota Jambi.

Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen
RKPD bagi daerah yang bersangkutan dan sasaran penyusunan
dokumen RKPD bagi daerah.

Sistematika Dokumen RKPD

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait

dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab di dalamnya.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1.

2.2.

Kondisi Umum Daerah

Memberikan gambaran kondisi umum daerah meliputi aspek
geografi, demografi, potensi sumber daya, aspek kesejahteraan
masyarakat, aspek daya saing daerah dan aspek pelayanan umum.
Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai tahun
berjalana dan Realisasi RPJMD

Mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan
pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi
hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu
dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi
pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi

Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah
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2.3.

dan/atau dari laporan pertanggung jawaban APBD menurut tahun-
tahun yang berkenaan.

Permasalahan Pembangunan Daerah

Berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang
berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan
permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan

tugas fungsi Perangkat Daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1.

3.2.

Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Mengemukakan tentang arahan nasional di bidang ekonomi yang
bersumber dari dokumen RKP (Nasional), juga kebijakan dibidang
ekonomi dalam dokumen RPJMD provinsi/kabupaten.

Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk
mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi
Kepala Daerah, serta permasalahan daerah, sebagai payung untuk
perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan
dilaksanakan pada tahun rencana.

Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh
Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah,

pembiayaan daerah dan belanja daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1.

4.2.

Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran
pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD
Kota Jambi.

Tema, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2021

Suatu prioritas pembangunan daerah tahun (n) pada dasarnya

adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang
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diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah
(RPJMD) tahun rencana.

Berisi Tema, Tematik, Prioritas, Sasaran, Indikator sasaran dan
interkoneksi diantaranya. Disajikan pula interkoneksi dengan RPJMD

Provinsi Jambi dan RPJMN Republik Indonesia.

BABV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1.

5.2.

Rencana Program Prioritas

Memuat Rencana Program beserta besaran pagu dana yang akan
dilaksanakan guna mendukung prioritas dan sasaran pembangunan
pada Tahun 2021, rekapitulasi belanja tidak langsung dan usulan
belanja langsung di setiap Perangkat Daerah.

Telaahan Pokok-pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD)

Memuat saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD
kepada Walikota untuk Perencanaan Tahun 2021. Selanjutnya,
Walikota memberikan telaahan terkait dengan arah kebijakan dan
program yang akan dilaksanakan sebagai tindak lanjut pokok-pokok
pikiran DPRD dimaksud.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan

yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator

Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII PENUTUP
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